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Pembimbing | . Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
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Kata Kunci : Sangketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional.

penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Aceh Besar dan
apakah hasil penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung,
Kecamatan Darussalam dapat dijadikan dasar pemberian hak milik. Jenis
penilitian ini termasuk jenis hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data
penilitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum dikumpulkan
dengan teknik studi Kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah
silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa dan interpretasi
sistematis, dengan aturan-aturan hukum mengenai pertanahan dipandang
sebagal premis mayor, dan premis minornya berupa fakta yuridis, yaitu
penyelesaian sengketa pertanahan dan hasil penyelesaian sengketa
pertanahan sebagai dasar pemberian hak milik. Dari hasil dan pembahasan
dapat * disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat
dijadikan landasan hukum oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh
Besar  dalam  menyelesaikan  sengketa  pertanahan di  Desa
Berabung,Kecamatan Aceh Besar yakni pasal 2 dan pasal 3 huruf n
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional, pasal 54 huruf ¢ peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Nasional. Hasil dari pada
penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar ini
dapat dijadikan dasar pemberian hak milik kepada okupusan tanah di Desa
Berabung, Kecamatan Darussalam setelah ditindak lanjuti dengan pembuatan
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari namanya
persengketaan, terutama terkait dengan sengketa muamalah, sengketa
muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang
mana objek sengketa adalah transaksi kehartabendaan, persengketaan dalam
konteks ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan
kewajiban, dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak yang
berujung pada persengketaan.

Tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber
daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan-
kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya seperti misalnya
bercocok tanam guna untuk mencukupi kebutuhannya (tempat
tinggal/perumahan), maupun untuk melaksanakan usaha seperti untuk tempat
perdagangan, industry, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana
lainnya.

Makna dan nilai tanah yang dianggap salah satu yang memiliki nilai
tinggi dan aset stategis serta istimewa mendorong setiap orang untuk
memiliki, menjaga dan merawat tanahnya dengan baik, bila perlu
mempertahankan nya sekut tenaga sampai titik darah penghabisan. Oleh
karena itu, kepemilkan atas tanah adalah merupakan kebutuhan pokok dalam
kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, kebutuhan lain maupun
sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup.
Kepemilikan atas tanah dan jaminan Negara terhadapnya sudah diatur dalam
konstitusi Negara republik Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam

Undang Undang Dasar 1945, yaitu “bumi dan air serta kekayaan alam yang



terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.!

Keberadaan hak-hak perorangan atas tanah selalu bersumber pada Hak
Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria.
Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional
tersebut meliputi, hak, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), Dan
hak menguasai Negara pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pokok
Agraria, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas
tanah (primer dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah.

Kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat
dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai
arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai
Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal
33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya
alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada
dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) berarti
dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah
dengan segenap lembaga pengelolahnya untuk dipergunakan bagi
kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana
Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah
tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya

! Boedi Harsopo, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya), jilid 1, Hukum Tanah Nasioanal, (Jakarta:
Djambatan, Edisi Revisi 2007), him. 22.



dikenal dengan sebutan UUPA.

Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar
pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.Negara
memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada
perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam pasal 2 ayat
(1), yaitu: “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan
Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat™?

Di Indonesia fungsi tanah semakin meningkat, karena meningkatnya
kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya
masalah pertanahan. Tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi
masyarakat yang mencari nafkah melalui sumber pertanian, perkebunan dan
pertambangan. Menurut Koentjaraningrat, Konflik atau sengketa terjadi juga
karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan
yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki
seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun
lingkungan sosial.®

Selama ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani
masalah pertanahan masih bersifat pasif/menunggu keinginan para pihak
yang bersengketa, sehingga terkesan kurang peduli terhadap kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan pertanahan
yang semakin kompleks dan untuk meminimalkan timbulnya konflik

pertanahan dalam masyarakat, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN)

2 Ali Achmad Chomzah,2001,Hukum Agraria(Pertanahan Nasional) Jilid 1,
Prestasi Pustaka,Jakarta: hIm. 29.

3 Koentjaraningrat, 1982, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, HIm. 103.



untuk ke depannya dituntut lebih proaktif dalam penyelesaian konflik
pertanahan sesuai dengan Sebelas Agenda BPN RI khususnya Agenda ke-
5 "Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik
pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis” serta TAP MPR RI No
- IX/ MPR / 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, Pasal 4 : "d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia™ dan Pasal 5 : "d.
Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria
yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik
dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum
dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana Pasal 4 Ketetapan
ini", dengan harapan "kata-kata konflik pertanahan tidak akan terdengar
lagi”, sehingga masyarakat merasa lebih tenang terhadap kepemilikan
hak atas tanahnya.

Dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa / konflik pertanahan
yang ada, Badan Pertanahan Nasional pun juga dituntut untuk tetap
mengedepankan keadilan, sehingga diharapkan dalam mengambil suatu
keputusan, tidak merugikan para pihak, bahkan mampu mewujudkan suatu
penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa,
mengingat selama ini sengketa pertanahan cenderung diselesaikan
melalui lembaga peradilan yang lebih bersifat win-lose solution.

Di Kabupaten Aceh Besar, dari berbagai titik konflik pertanahan yang
telah teridentifikasi oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar,
salah satunya terletak di Desa Berabung Kecamatan Darussalam Kabupaten
Aceh Besar. Di wilayah tersebut, konflik tersubut terjadi antara 5 orang
pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap lahan seluas 44 x 38 M? yang
terletak Di Desa Berabung, yang merupakan hak milik dari 5 orang pemegang

sertifikat hak atas tanah.



Dilihat dari cara penyelesaiannya maka sengketa itu dapat dibedakan
menjadi  dua, Vyaitu penyelesaian melalui jalur non peradilan
musyawarah/negotiation, Konsiliasi/consilitation,  Mediasi/mediation,
Arbitrase/arbitran dan Peradilan/Ligitasi).* Dalam suatu sengketa, pihak-
pihak sudah teridentifikasi berhadapan langsung atau berkelanjutan dan tidak
dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak (deadlock).®

Fungsi tanah di Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat
penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
yang diamanatkan dalam UUD 1995. Agar bumi, air dan ruang angkasa
dapat diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum agraria.®

Dalam permasalahan hak milik tanah yang diatur dalam Undang-
Undang pokok Agraria. Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana
Undang-Undang Dasar 1995 merupakan sumber hukum.Dalam kaitan
dengan hak milik ditetapkan pasal 28 huruf h ayat (4), bahwa “setiap orang
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil secara Sewenag-wenang oleh orang lain’.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum Agraria nasional

membagi hak-hak atas tanah atas tanah dalam dua bentuk :

1. Hak primer yaitu hak yang bersumber langsung pada hak bangsa
Indfonesia yang dapat memiliki atau dikuasai secara langsung oleh
seseorang atau badan hukum seperti hak milik (HM), hak guna
bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pakai (HP).

# Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik, Yogyakarta:
Tugu Jogja Pustaka, HIm. 2.

> MariaSumardjono, 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya, Jakarta: Kompas, HIm. 108.

6 Sunardi, Hukum Agraria (Jakarta: Badan penerbit Iblam, 2005), him2.



2. Hak skunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara
seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak

menyewa atas tanah pertaniaan.’

Untuk itu saya tertarik untuk mengangkat judul “Penyelesaian
Sangketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk
memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah
ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung,
Kecamatan Darussalam oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Aceh Besar?

2. Bagaimanakah hasil penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar
materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan penelitian.
Tujuan tersebut antara lain:
1. Untuk mengetahui penerapan faktor-faktor terjadinya persengketaan
tanah Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sangketa tanah oleh kantor

pertanahan di Kabupaten Aceh Besar.

7 Rinto Manulang, Segala hal tentang tanah rumah dan perizinannya
(Jogjakarta:2011), him 11.



D. Kajian Pustaka

M. Irfan Syafrizal Ramja, Analisis Penyelesaian Sangketa Kepemilikan
Atas Tanah Bersetifikat Ganda. Adapun sertifikat ganda yaitu sebidang tanah
yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan objek yang sama. Sebidang
tanah bersertifikat ganda dapat membawa akibat ketidak pastian hukum bagi
pihak-pihak pemegang hak atas tanah yang tentunya sangat tidak diharapkan
dalam pendaftaran tanah dilndonesia. Kasus sertifikat ganda masih kerap
terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengakibatkan para pemegang
sertifikat tanah saling menuding satu sama lain bahwa sertifikat yang mereka
miliki benar adanya terlepas dari kenyataan bahwa salah satu diantara
sertifikat ganda tersebut adalah palsu dimana objek yang tertera pada
sertifikat bukanlah yang sebenarnya, sehingga untuk mendapatkan kepastian
hukum mengenai sertifikat hak atas tanah, salah satu diantara pemegang
sertifikat ganda tersebut melakukan pengaduan kepada Badan Pertanahan
Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pertanahan.®

Rayi Ady Wibowo, Penyelesaian Sangketa Tanah Melalui Mediasi oleh
Kantor Pertanahan. semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang
tuntas.Apabila  permasalahannya di bidang pertanahan  karena
keberadaannya, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hidup
dan kehidupan manusia, bermacam-macam jalur penyelesaian yang dapat
ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut. Salah satunya
adalah dengan penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi. Selain
penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum
nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa. Salah satu alternatif

8 M. Irfan Syafrizal Ramja, Analisis Penyelesaian Sangketa Kepemilikan Atas
Tanah Bersetifikat Ganda.



penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi
sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian
sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya
singkat dan biaya dapat ditekan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di
bidang pertanahan, harus sering dilakukan oleh aparat Badan Pertanahan
Nasional, namun di dalam pembicaraannya belum begitu dikenal oleh
masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai
penyelesaian sengketa itu sendiri, adanya kekurang percayaan pada
efektivitas pelaksanaan putusan mediasi dan kekhawatiran akan
menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembaga arbitrase yang telah ada.®

Dana Putri Zulaika, Penyelesaian Sangketa Tanah Melalui Mediasi
Secara Adat (Studi Kasus di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesain Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat 2 Tanah Ulayat adalah bidang tanah
yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat
tertentu. Pasal 2 ayat (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada
kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (1)
Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagimana dimkasud
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar
hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan,
Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola

sumberdaya.*®

° Rayi Ady Wibowo, Penyelesaian Sangketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor
Pertanahan.

10 Dana Putri Zulaika, Penyelesa Sangketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan llir).



Muhammad Aslan Rusli, Proses Pelaksanaan Ganti Rugi Pada
Pembesasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hukum Agrarian
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kejadian Terhadap Pembebasan Tanah
Untuk Pelebaran Di Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh).
Proses pembanguan tidak sedikit menimbulkan dampak sosial terhadap
masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan pembebasan kepemilikan
lahan juga sering diiringi dengan pembayaran yang nilai tidak sesuai dengan
kesepakatan bersama dan juga tidak didasarkan kepada harga pasar yang
berlaku secara umum.*

Yus Parmen, Pengawasan Kantor Pertanahan terhadap Peralihan
Tanah Garapan Melalui Jual Beli Menurut Hukum Iskam (Study Kasus Desa
Sintuban Makmur Kabupaten Aceh Singkil). Tanah dalam suatu Negara tidak
bias dimiliki, dikuasi dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi
terkait dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Negara
selaku penguasa hak secara umum.*2

Rina Mahyuddin, Kewenangan Pemerintah Dalam Pendayagunaan Dan
Penertiban Lahan Terlantar Di Montosik Ditinjau Menurut Hukum Islam.
Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2010menyatakan bahwa lahan
terlantar adalah tanah yang dilenterkan oleh pemegang ha katas pengelolaan
atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaannya atas tanah tersebut

tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan

1 Muhammad Aslan Rusli, Proses Pelaksanaan Ganti Rugi Pada Pembesasan
Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hukum Agrarian Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Kejadian Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Di Desa Lamdingin Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh).

2 Yus Parmen, Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Peralihan Tanah
Garapan Melalui Jual Beli Menurut Hukum Iskam (Study Kasus Desa Sintuban Makmur
Kabupaten Aceh Singkil).
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perundang-undangan.Maksudnya adalah tanah yang terlantar dalam arti tidak

dimanfaatkan sesaui dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya.'®

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami
kata kunci pada karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap
beberapa istilah, yaitu:
1. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu
yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau
perbantahan.**Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan
perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara
dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya
perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang
dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang,
lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.*® Sebuah
konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan
telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung
kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.
2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan
menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga
litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi

(di luar pengadilan).

13 Rina Mahyuddin, Kewenangan Pemerintah Dalam Pendayagunaan Dan
Penertiban Lahan Terlantar Di Montosik Ditinjau Menurut Hukum Islam.

14Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

®Koentjaraningrat, Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta,
1982, him. 103.
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Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian
sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta,
S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa
mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara
konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan,
perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan
sebagainya. Proses litigasi- menempatkan para pihak saling berlawanan satu
sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana
akhir (ultimum remidium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian
sengketa tidak membuahkan hasil.*®
3. Tanah

Pengertian Tanah menurut M. Isa Darmawijaya adalah akumulasi alam
bebas yang menduduki sebagian planet bumi yang mampu menumbuhkan
tumbuhan dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad yang
hidrup yang bertindak terhadap bahan induknya dalam keadaan reliet tertentu
selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut E. Saifudin Sarief tanah adalah benda alami yang
terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai
hasil pelapukan batuan dan bahan organik “pelapukan sisa tumbuhan dan
hewan” yang merupakan medium pertumbuhan tanaan dengan sifat-sifat
tertentu yang terjadi akibat gabungan dari faktor-faktor alami, iklim, bahan
induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan.’

F. Metode Penelitian

6 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional
Indonesia dan Internasional. Jakarta 2012 Penerbit : Sinar Grafika. HIm 1 dan 2.

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-
ahli.html (diakses pada 15 Juli 2020, pukul 15:33).



https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-ahli.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-ahli.html
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Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan
sebuah penelitian. Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata,
yaitu kata metode dan kata penelitian.’® Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum
tersier, didukung oleh data lapangan.

Dari penjelasan yang penulis sampaikan di atas, diperlukan adanya
metode penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk merumuskan dan

menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendeketan Kasus

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Adapun
jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
pendekatan Normatif Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan
bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut
asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum,
peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di
antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari
buku-buku, = peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang
berhubungan erat dengan penelitian.*®
2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian

kualitatif lapangan (library research), yaitu meneliti bahan-bahan

18Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2003), him.3.

¥Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo
Peresada, 2006, him. 15.
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kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan
memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis
lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-
sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu

laporan ilmiah.?

3. Sumber Data
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, serta didukung oleh data lapangan.?

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-
undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang pada dasarnya
digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu
untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Contoh : pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature

hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan

penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah

penelitian kepustakaan (library reaserch). Dengan metode ini dapat

2Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi,
(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), him. 95.

2Dillah Philips, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2015), him. 122,
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mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan

dukumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya. Data terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif berupa
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang
digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan
dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang pada dasarnya
digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu
untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Contoh : pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature

hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan

penelitian.

5. Objektivitas dan Validasi Data
Suatu penelitian dapat dikatakan ojektif apabila hasil penelitian telah

disepakti oleh banyak orang. Mengkayji objektivitas (conformability) berarti

mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar

objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek
penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut
penelitian kulitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan
tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang
sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena
itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka

hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan
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perbedaan dengan pendapat.?
6. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun
buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan
buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun
2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi skripsi ini, maka perlu untuk menyusun sistematika
pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua diuraikan mengenai landasan teori berdasarkan literatur-
literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Hal tersebut meliputi : tinjauan umum
tentang sengketa pertanahan, tinjauan umum tentang sengketa tanah menurut
pandangan hukum islam, tinjauan umum tentang mediasi, tinjauan umum
tentang kantor pertanahan.

Bab tiga Dalam bab tiga diuraikan mengenai hasil penelitian dan
pembahasan. Dalam pembahasan dapat dianalisa bahwa penyelesaian
sengketa pertanahan, oleh Kantor Pertanahan Kota Jantho sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor
Pertanahan Kota Jantho. Dalam hal ini, berlandaskan Pasal 2 dan Pasal 3

huruf n Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Jo. Pasal 54 huruf c

2 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi,
(Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), him. 112.
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006, dan
juga berlandaskan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999. Dari hasil penyelesaian
sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jantho,
dapat dijadikan dasar pemberian Hak Milik tanah, dengan ditindak lanjuti
terlebih dahulu dalam bentuk pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah,
selanjutnya dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Bab empat diuraikan mengenali simpulan dan saran. Adapun
kesimpulannya, yaitu bahwa penyelesaian sengketa pertanahan didesa
berabung, kecamatan Darussalam oleh Kantor Pertanahan Kota Jantho
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor
Pertanahan Kota Jantho, dan hasil penyelesaian sengketa pertanahan oleh
Kantor Pertanahan Kota Jantho dapat dijadikan dasar pemberian Hak
Milik.
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BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan
1. Pengertian Sengketa

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era
orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah
secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada
dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis
dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan
bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan
konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya
komplek dan multi dimensi?®.

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah
kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris
dimana sumber daya berupatanah mulai memegang peranan penting
sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia®*.

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat
dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli
hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Rusmadi Murad®® sengketa hak atas tanah, yaitu
timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu
pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak

2 Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip
Win-WinSolution oleh Badan Pertanahan nasional R/” Disampaikan pada Diklat Direktorat
Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. him. 2

2Hadimulyo, “Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa
diLuar Pengadilan” ELSAM : Jakarta. 1997. him. 13

% Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung :
Alumni, 1999. him. 22-23.
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atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian
secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa
tanahada beberapa macam, yaitu :

a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat
diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang
berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.

b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang
digunakansebagai dasar pemberian hak (perdata).

c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan
penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek
sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun
1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir
1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenali,
keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak
atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya,
anatara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang
berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan
Nasional?®.

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah
yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik
pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan,
namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang

26 pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.



19

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas
membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2
diterangkan bahwa?’ : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan
sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,
badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-
politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah
perselisinan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok,
golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai
kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007
tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan
bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan
atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat
atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan
dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah
tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara
menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan ataupemanfaatan
atas bidang tanah tertentu.

Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau
persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau
kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik),
masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau
status kepemilikan dan atau status pengguanaan atau pemanfaatan atas
bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu sertamengandung aspek politik,
ekonomi dan sosial budaya.

27 pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang
PengelolaanPengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
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2. Sengketa Pertanahan

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
tipologi kasus/konflik sengketa pertanahan merupakan jenis sengketa,
konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan
dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.?®

Hasim Purba® dalam tulisan jurnalnya secara umum
mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk
yaitu:

a. -Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan

masyarakat lainnya.

b. Sengketa Vertikal vyaitu : antara masyarakat dengan

pemerintah, dan

c. Sengketa Horizontal — Vertikal yaitu : antara masyarakat

dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah
(oknum pejabat) dan preman.

Maria S.W. Sumardjono seperti yang dikutip Sholih Mua’di*
dalam disertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa
tanah kedalam lima kelompok yaitu :

a. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas

arealperkebunan, kehutanan dan lain-lain.

b.  Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan

landreform.

2 Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan.

29 Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani
VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010. him. 167. Bandingkan
dengan Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah
Pertanahan PPPM — STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. him.23-34.

30 Sholih Mua’di, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui

cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang : Disertasi
Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. him. 1.
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c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan
tanahuntuk pembangunan.

d. Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan

e. Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.

Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik

pertanahandapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu®!:

a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai
atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di
atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah
Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

b. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu
pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses
penetapan batas.

c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu
yang berasal dari warisan.

d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas
tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1
(satu) orang.

e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang

memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan

31 Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan. Lihat juga yang
dikutip Sumarto, hlm. 6-7. Dan bandingkan dengan Widiyanto, him. 23-34.
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sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu
yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.

f. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu
karena adanya Akta Jual Beli palsu.

g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai
kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang
diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas
yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat,
nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah
yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang
tindih batas kepemilikan tanahnya.

h. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan
yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau

mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah Menurut Pandangan

Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi
ternasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik
hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT
memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah
ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asalusul kepemilikan (aslul milki)
adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali

memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.
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Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan
hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT
kedalam kebijakan tersebut.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus
dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni
tanah, yaitu tanah itu sendiri, juga mempunyai manfaat tertentu misalnya
untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang
memiliki tanah memanfaatkannya. Kalau dicermati nas-nas syara’ yang
berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan ketentuan hukum
tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya. Di dalam
al-Quran sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang
berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah Swt kepada manusia.

Menurut Al- Raghib al-Ashfahani difinisi “tanah” yaitu: “dengan
sesuatu yangrendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinngi, misal:
langit); sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang
bisa menyuburkan sesuatu.®? Difinisi serupa juga dikemukakan oleh Fairuz
Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith® Abdurrahman memberikan definisi
tanah yaitu “tempat bermukim bagi ummat manusia disamping sebagai
sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani”.3*
Boedi Harsono memberikan defenisi tentang tanah yaitu “adapun permukaan
bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi jugatubuh bumi dan
air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar hal itu diperlukan untuk

32 Al-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mu “‘jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur“an, (Beirut:
Dar Al-Kutub Al-,,Ilmiyyah, 2004), him.22-23.

33 Muhammad ibn Ya“qup Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-lImiyyah, 2004), him. 658.

3 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
KepentinganUmum, (Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1994), him.25.
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kepentingan langsung berhubungan dengan tanah tersebut”.® K. Wancik
Saleh berpendapat, yang dimaksud dengan tanah adalah hanya “permukaan
bumi”,* jadi merupakan sebagian dari pada bumi.

Releigh Barlowe Mengibaratkan tanah sebagai sepotong intan (batu
permata) yang mempunyai banyak sisi, adakalanya tanah dipandang sebagai
ruang,alam, faktor produksi, barang-barang konsumsi, milik, dan modal. Di
samping itu ada juga yang memandang tanah sebagai benda yang
berkaitan dengan Tuhan (sang pencipta), berkaitan dengan masyarakat
yang menimbulkan pandangan bahwa tanah sebagai kosmos, dan
pandangan bahwa tanah adalahsebagai tabungan (saving) serta menjadikan
tanah sebagai asset (kekayaan).®” Dari rangkaian pengertian di atas maka
definisi operasional akan tanah yaitu permukaan bumi yang dijadikan
sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah bagi ummat manusia.
Kepemilikan lahan di dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah
yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau
tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status pemanfaatannya
apakah untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga status lahan
tersebut apakah tanah yang mati ataukah tanah yang sudah pernah
dihidupkan. Serta tanah tersebut apakah dimiliki oleh individu ataukah oleh
Negara.

1. Hak-hak tanah Menurut Hukum Islam
Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah
tanah di dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut

ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi

%5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Bagian I, (Jakarta: Djambatan 1975), jilid I,
him.5.
3% saleh, K. Wancik, Hak Anda Atas Tanah, , (Jakarta: Ghalia Indonesia 1977),
him.10.

37 Releigh Barlowe, Land Resource Economics: The Economics of Real Estate,
(New Jersey:Prentice-Hall Inc, 1978), him.10.
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kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka
menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya
jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus
menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap
(sekunder dan tersier) masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam
dapat didefinisikan sebagai “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam
kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasarruf),
dan pendistribusian (tauzi') tanah”.® Pengakuan Islam terhadap
pemilikian tanah, menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas
tanah yaitu:
a. Hak Milkyah : Hak Milik

Hukum Islam mengakui adanya hak kepemilikan manusia,
meskipun hak itu hanya terbatas pada legalitas pengelolaan dan
pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
syari’ (Allah) sebagai pemilik sebenarnya.

Allah memberikan hak dan wewenang kepada manusia untuk
memiliki, mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada
termasuk di dalamnya bumi dan segala isinya adalah karunia Allah
Swt. Konsep hak milik atau kepemilikan dalam Islam, dalam terma
fikih sering disebut sebagai milkiyah. Kata al-Milkiyah menurut
etimologi “hak milik” berasal dari kata “hak dan milik”.“Hak
adalah menetapkan sesuatu dan memastikannya”.*

Menurut hukum Islam hak milik ada dua macam;

1) Al Tamal Milk
Milk tam ialah hak yang meliputi ’ain (zat) benda dan manfaat
benda itu sekaligus, dengan demikian milkut tam memiliki

% Jamaluddin Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Gama
Media, 2008), him.39.

39 Louis Ma“luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-,, Alam, (Beirut: Dar al-Masyriq
1986) him..144.
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suatu benda dan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Bentuk
kepemilikan ini dikatagorikansebagai pemilikan sempurna (al-
milk al-tam), karena pemiliknya memiliki otoritas untuk
menguasai materi (benda) dan manfaatnya sekaligus.
Pemilikan ini tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat
digugurkan hak miliknya oleh orang lain.

2) Al Milk Al Nagqis

Milk nagis ialah “seseorang hanya memiliki bendanya saja,
tetapi manfaatnya diserahkan kepada orang lain atau
sebaliknya, seseorang hanya memiliki hak memanfaatkan

suatu benda, sedangkan hak miliknya dikuasai oleh orang

lain”.40

b. Hak ljarah : Hak Sewa

Menurut pengertian syara’ (hukum Islam) sewa menyewa
dinamakan al- ijarah, “secara etimologis, kata ijarah berasal dari
kata ajru yang berarti “’iwad” pengganti. Oleh karena itu, “sawab”
pahala disebut juga dengan ajr “upah”. Pengidentikan dengan ujrah
(ganti) karena Allah mengganti ketaatan dan kesabaran seorang
hamba dengan imbalan”.*!

Dibolehkan menyewa tanah untuk bertani dengan pembayaran
uang atau makanan dan lain-lainnya yang dikatagorikan sebagai
harta. “Manfaat dalam agad sewa-menyewa merupakan
ma “qud,, alaihnya (objek transaksinya) dan terjadi pemindahan atau
penguasaan, sebagaimana transaksi pemindahan hak lainnya”.*2

“Penguasaan manfaat pada sewa-menyewa dapat beralih pada

40 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), him.34-
35.

41 |bnu Qudamah, Al-Mughni, (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah t.t ) Jilid
5, hIm.432-433.

42 Salam Madkhur, ,, 4qd Al-ljar fi Al-Figh al-Islamy Al-Magarran, (Kairo: Dar Al-
NahdatAl-Arabiyah 1984) him. 15.
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penyewanya setelah manfaat itu ditukar dengan imbalan, dengan
demikian manfaat dari suatu benda harus dapat diserahterimakan".*3

Kriteria ini dimaksudkan agar dalam kontrak sewa-menyewa
jangan terjadi sewa-menyewa suatu benda yang statusnya tidak
jelas, seperti benda yang masih dipersengketakan, atau benda yang
sedang dirampas oleh pihak ke tiga dan lain-lain sebagainya. Jika
hal-hal seperti -ini dilakukan juga maka dapat menimbulkan
kerugian bagi pihak penyewa karena pihak penyewa tidak dapat
menguasai benda yang disewanya tersebut sehingga tidak dapat
diambil manfaatnya. Oleh karena itu pihak penyewa hanya boleh
menyewa sesuatu benda yang bermanfaat ketika dalam
penguasaannya. Selanjutnya para ulama fikih juga sepakat bahwa
“di samping memanfaatkan sendiri, penyewa juga boleh
menyewakan benda itu kepada orang lain selama penyewa kedua ini
memanfaatkannya sebagaimana hak manfaat yang dikuasai oleh
penyewa pertama’.*
C. Hak Muzara’ah : Hak Pakai- Hak Bagi Hasil

Secara etimologis, muzara’ah adalah “akad transaksi
pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya”.* Maksudnya
adalah “suatu kesepakatan antara empunya tanah dengan yang
mengerjakan tanah (petani) dengan perjanjian pemberian hasil atau
bagi hasil setengah atau sepertiga, atau lebih tinggi atau lebih
rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jika sebuah kebun dipersewakan dengan cara yang sama, disebut

43 Karena bila manfaat tidak ditukar dengan imbalan maka akan menjadi pinjam
meminjam, lihat Abi Thaib Shadiq ibn Hasan, Al-Raudhah Al-Nadiyah Syarah Al-Durar Al-
Bahiyyah, (Beirut: DarAl-Kutub Al-l1Imiyah 1990) juz 11, him.85.

4 Ilmam Al- Nawawi, Al-Majmu" Al-Syarh Al-Muhazzab, (Beirut: Dar Al-Fikr
1974). Jilid I1V,h. 236. Haroen, Figh Muamalah, him.26.

45 Sabig, Figh As-Sunnah, (Mesir: Dar al- Fikr 1983), him.195.
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Musagat)”.48

Zira’ah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara
pekerja (buruh) dan pemilik tanah. Dalam kehidupan masyarakat
banyak mereka-mereka tidak mempunyai atau memiliki tanah tapi
mereka mempunyai keahlian dalam pengolahan tanah atau
sebaliknya banyak pemilik tanah yang tidak punya kesempatan
atau kemampuan untuk mengolah tanah-tanah mereka. Islam
mensyariatkan zira'ah sebagai upaya mempertemukan kepentingan
dua belah pihak.

Praktek muzara’ah model tersebut pernah dilakukan Rasulullah
dan para sahabat setelahnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan
dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw mempekerjakan penduduk
Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan
yang bisa dihasilkan tanah Khaibar. Praktek muzara’ah ini juga
dilakukan oleh istri-istri Nabi Muhammad Saw dan hampir seluruh
penduduk Madinah melakukan praktek tersebut, dan halini telah
menjadi suatu teradisi yang tidak dapat dihapuskan begitu saja dan
hal ini juga dilakukan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, para
sahabat sepakat melakukannya dan tidak seorangpun yang tidak
turut serta melakukannya, jadi tradisi ini tidak mungkin dihapuskan.
Umar bin Khattab ra pernah melakukan muzara’'ah dengan
penduduk Najran yang pemiliknya diusir dengan persayaratan jika
besi, sapi dan benih berasal dari Umar maka bagi Umar dua pertiga
dan bagi penduduk Najran sepertiga, tetapi jika besi, sapi dan benih

berasal dari Najran maka bagian mereka seperdua dan bagi Umar

46 Rahman,Afzalur, Doktrin EkonomiEkonomi Islam, (Yokyakarta: PT, Dana
Bhakti Wakaf,1995) Jilid 2. him.260.



29

seperdua.*’

Adapun unsur produksi dalam muzara’ah adalah lahan
pertanian, pekerja (muzari’) dan modal, dimana kadang pekerja
bekerja sendiri dan tidak ada yang membantunya. Dalam hal ini
pekerja tersebut lebih mirip buruh, namun terkadang muzari’
bekerja dengan dibantu hamba sahaya yang bekerja dibawah
pengawasannya, dalam hal ini ia lebih mirip dengan manajer.

d. lhya Al Mawat : Hak Membuka Tanah

Hukum Islam mengenal lembaga tanah terlantar dengan istilah
“ihya" al- mawat” (membuka tanah) “lahan mati dan belum pernah
ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk
tempat tinggal, bercocok tanam”.*® Hak membuka tanah dalam
Islam disebut ihya “ maut atau ihya ™ al-mawat yaitu menghidupkan
tanah yang mati atau tanah kosong yang belum pernah dibangun dan
diatur sehingga tanah itu dapat dimanfaatkan untuk ditempati atau
dikelola dan lain.

Menghidupkan tanah yang mati itu suatu petunjuk dari
Rasulullah Saw, secara mutlak, walaupun demikian harus juga
kembali kepada adat kebiasaan karena sesungguhnya terkadang
diterangkan secara mutlak oleh Rasulullah Saw. Menghidupkan
tanah yang mati itu menurut kebiasaan yang berlaku dapat terjadi
dengan salah satu dari lima cara:

1) pemutihan tanah dan pengurusan surat-surat bukti

pemilikan tanah,

47 Jaribah bin Ahmad Al-Harisi. “4/-figh Al-lgtishadi Li Amiril Mukminin Umar
bin Khattab”. terj. Asmuni Sholihin Zamaksyari, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab (Jakarta:
Khalifa,2006), him.97

48 Rahman, Doktrin Ekonomi, ... hIm.197.
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2) pembersihan lahan dan pengolahannya untuk siap
tanam,

3) pembangunan tembok sekeliling tanah itu,

4) menggali parit yang dalam yang menjadikan orang
lain dapat melihatnya selain pemiliknya

5) menghidupkan tanah  berarti memakmurkannya,
mengelolanya sehingga memberikan manfaat bagi
manusia.*
Ard al-mawat yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan

95 50

dengan arti “tanah mati”,*® atau “tanah tanpa tuan™!

atau “ bumi
mati”.>? Pengertian tanah mawat atau tanah mati menurut hukum
Islam ditujukan terhadap tanah-tanah yang belum dimiliki atau
dikelola oleh seseorang artinya tanah tersebut belum ada
pemiliknya. Tanah boleh dianggap atau dinyatakan tidak bertuan
tidak ada pemiliknya jika benar-benar tanah tersebut tidak ada
pemiliknya atau tanah tersebut jauh dari perkampungan masyarakat
sehingga tidak ada dugaan tanah tersebut ada pemiliknya atau
penghuninya. Dasar dari pembukaan tanah ini melihat adat istiadat
atau adat kebiasaan yang berlaku.
e. Rahn: Hak Gadai atas tanah

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan “rahn”
dan dapat juga dinamai dengan “al habs”. Secara etimologis “rahn”

49 Abubakar Muhammad terj. Subulussalam As-Shan“ani, Subulus Salam,
(Indonesia: Maktabah Dahlan, tt) him.296.

%0 Muhammad lbn Idris Asy-Syafi'iy, Al-Umm, (Beirut: Dar Al-Fikr,1983). juz 4,
him.42.

51 Juhaya S Praja, Permasalahan Sudut Pandang Agama dan Budaya. Bandung:
Makalah Seminar Nasional Pertanahan. Bandung: lkatan Mahasiswa Geodesi ITB 11-12
Desember 1998 him.. 3.

52 Zahri Hamid, Harta dan Milik Dalam Hukum Islam, cet. 1. Yogyakarta. Bina
Usaha, 1985, him.. 68.
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berarti “tetap atau lestari”, sedangkan ‘“al-habs” berarti
“penahanan”.>® Untuk kata “al-habs” firman Allah Swt dalam QS.
Al-Muddassir: 74/38.

Gadai adalah “perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan
menyerahkan barang sebagai jaminan”.>* Pengertian gadai yang ada
dalam syari’at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang
terdapat dalam KUH Perdata dan ketentuan yang terdapat dalam
hukum adat. “Gadai menurut ketentuan syari’at lIslam adalah
merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH
Perdata dan hukum adat terutama sekali menyangkut objek
perjanjian gadai menurut syari’at 1slam adalah barang mempunyai
nilai harta, tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda
bergerak atau tidak bergerak”.>®

Jadi menurut syari’at Islam objek perjanjian gadai tidak
dipersoalkan apakah benda bergerak atau tidak. Berdasarkan
ketentuan itu maka tanah pertanian dapat dijadikan sebagai salah
satu objek gadai. Perkembangan pelaksanaan gadai sekarang ini
objeknya tidak hanya tanah (sawah) saja tetapi juga pohon atau
tumbuhan yang berada di atas tanah, kolam ikan dapat digadaikan,
Pada perinsipnya memang tidak membedakan benda yang dijadikan
objek gadai, hukum perdata barat hanya mengenal objek gadai
adalah benda bergerak saja dengan pemindahan penguasaan berada

di tangan kreditur.

5 An-Nabhani, An-Nizham, h. 79. Abu “Abdillah Muhammad bin Isma®“il Al-
Bukhari, ShahihBukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), him. 562

54 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, jilid 12 (Bandung: Al-Maarif, 1988), him. 139.

%5 Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta:Sinar Grafika, 1996), him. 40.
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Adapun istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai

menurut ketentuan syari’at 1slam adalah:

e “Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan
dengan “rahin”.

e Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan
dengan “murtahin”.

¢ Objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan “rahn”.
56

C. Tinjauan Umum tentang Kantor Pertanahan

1. Pengetian Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non
kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan
sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk
berdasarkanKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988
sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen
Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Presiden.>’
2. Fungsi Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan
fungsinya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

% Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta:Sinar Grafika, 1996),, him.41.

57 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional,
him. 9
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a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei,
pengukuran, danpemetaan;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan
hak tanah,pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan,
penataan danpengendalian kebijakan pertanahan;

e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan

tanah;

f. Perumusan dan  pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara
pertanahan;

g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan  administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan BPN;

h. Pelaksanaan  pengelolaan data informasi lahan
pertanian pangan - berkelanjutan dan informasi di bidang
pertanahan;

I. Pelaksanaan penelitian ~ dan pengembangan di bidang
pertanahan; dan

J. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang
pertanahan.

D. Lokasi Penilitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota Jantho, alasannya karena peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di
kantor pertanahan tersebut, karna adanya kasus tentang sangketa

kepemilikan hak atas tanah. Selain itu lokasi penelitian juga dekat dan
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mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan
penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

AR-RANIRY
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BAB TIGA
PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten
Aceh Besar
Teridentifikasinya permasalahan pertanahan di Desa Berabung,

Kecamatan Darussalam ini bermula dari adanya inventarisasi dan

identifikasi/pengumpulan data yang dilakukan oleh Kantor Badan

Pertanahan Nasional Aceh Besar dalam rangka pembuatan peta penyebaran

konflik yang terdapat di Aceh Besar. Bedasarkan hasil inventarisasi yang

dilakukan tersebut, ditemukan beberapa titik lokasi konflik pertanahan, salah
satunya terletak di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam. Dari hasil
inventirisasi itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar melalui Sub

seksi penyelesaian masalah pertanahan melakukan pengumpulan data di

wilayah sengketa, yaitu di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam adapun

hasil indentifikasi / pengumpulan data yang dilakukan oleh kantor
pertanahan Aceh Besar, adalah sebagai berikut :

Tanah yang menjadi sengketa seluas 44 x 38 M? (empat puluh empat kali

tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Berabung, kecamatan

Darussalam dengan hak milik No. 199/1H/DS/1997 tanggal 6 Maret 1997

yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Darussalam selaku Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Khatijah dan Nyak Yam:;
Sebelah timur berbatas dengan pinggir pematang saluran irigasi;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Utoh Basyah;

Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah jamal;
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Bahwa di atas tanah tersebut telah dikuasai objek sengketa tanpa
sepengetahuan dan seizin pemilik tanah yang terdiri dari 4 (empat) okupusan
untuk menerbitkan sertifikat hak milik No. 00103 tanggal 09 Desember 2016
yang tercatat atas nama 1. Zaidan, 2. Jusniar Muhammad, 3. Mawardi
Muhammad, dan 4. Mustari Muhammad.

Hasil pengolahan data tersebut, selanjutnya dilakukan analisa dengan
tujuan untuk dapat memetakan serta mengklasifikasi bentuk-bentuk konflik
yamg sedang dihapi sehingga dapat merancang metode pendekatan yang
efektif untuk mengatasinya. Adapun hasil dari pada analisa yang dilakukan,
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sengkta yang terjadi di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam antara lorang pemegang serifikat dengan 4 orang
okupusan dapat digolongkan dalam Tipologi sengketa
penguasaan dan kepemilikan, dalam socio crime dapat
digolongkan ke dalam sengketa sebagai tindakan, artinya
sengketa tersebut terjadi karena merupkan ekspresi perasaan dan
pengartikulasian dari persepsi ke dalam suatu tindakan, untuk
mendapatkan suatu kebutuhan (kebutuhan dasar, kepentingan dan
kebutuhan akan identitas) yang memasuki wilayah kebutuhan
orang lain. Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk mendirikan
bangunan-bangunan untuk dijadikan tempat perkebunan di atas
tanah yang sudah diterbitkan 1 sertipikat hak atas tanah.

2. Bahwa untuk meminimalkan akibat yang ditimbulkan oleh
sengketa pertanahan yang terjadi dimasyarakat antara 1 orang
pemegang sertipikat hak atas tanah dengan 4 orang okupusan,
maka harus segera dilakukan penyelesaian terhadap sengketa

yang terjadi.
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3. Bahwa untuk itu perlu diadakan gelar perkara untuk
mempertemukan kedua belah pihak, agar dapat dicari petunjuk
penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi
di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam.

Hasil analisa ini, kemudian dilaporkan kepada kepala kantor Badan
Pertanahan Nasional Aceh Besar untuk segara ditindak lamjuti. Berdasar
surat keputusan kantor Badan pertanahan Nasional Aceh Besar tanggal 6
Juni 2006 Nomor : 500/01/2006, bidang tanah tersebut telah ditetapkan
sebagai lokasi dan peserta kegiatan Tata Laksana Pertanahan (P3HT) tahun
anggaran 2006.

Disamping itu, tindakan 4 orang okupusan tersebut merupakan bentuk
tindak pidana yaitu pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
sebagaimana diatur di dalam undang-undang Nomor 51 Tahun 1960,dalam
pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari
yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbutan yang dilarang dan
diancam dengan hukuman pidana. Namun demikian, dalam menyikapi
konflik-konflik dan sengketa pertanahan yang timbul, harus melihat dari
beberapa sudut pandang dengan tetap mengedepankan keadilan dan tidak
merugikan kedua belah pihak, jadi tidaklah hanya dipandang dari sisi
perbuatan okupusan saja, tetapi juga dari segi pemanfaatan dan penggunaan
tanahnya oleh pemilik, apabila dari segi pemanfaatannya tanah tersebut tidak
dimanfaatkan secara maksimal bahkan terkesan ditelantarkan oleh
pemiliknya kurang lebih selama 15 tahun.

Oleh karena itu, sebagai wujud keinginan dan kepedulian pemerintah
untuk menangani konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai
implikasi langsung terhadap ‘“korban” di bidang pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional dalam mengenban amanah untuk mengelola bidang

pertanahan sesuai dengan pasal 2 peraturan priseden (perpes) Nomor 10
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TAhun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional,
regional dan sectoral, membentuk Deputi V Bidang pengkajian dan
penanganan sengketa dan konflik pertanahan (pasal 343 Peraturan Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia), yang selanjutnya di tingkat
propinsi yaitu pada Kantor Wilayah BPN dibentuk Bidang pengkajian dan
penanganan sengketa dan konflik pertanahan, sedangkan di tingkat
Kabupaten / kota, yaitu pada setiap Kantor Pertanahan Kabupten / kota,
dalam hal ini kantor pertanahan Aceh Besar dibentuk Seksi Sengketa,
konflik dan perkara (pasal 4 dan pasal 32 Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan), dan sebagai tugas pokok dan fungsinya,
dalam menyelesaiakan sengketa pertanahan antara 4 orang okupusan dengan
1 orang pemegang ha katas tanah tersebut, dengan tetap mengedepankan
keadilan, langkah yang ditempuh salah satunya adalah dengan melaksanakan
mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis akan memaparkan proses
penyelesaian sengketa di Desa Berabung, kecamatan Darussalam yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar melalui mediasi.

Pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, diadakan gelar perkara
untuk mempertemukan kedua belah pihak vyaitu pihak okupusan dan
pemegang sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional
Aceh Besar sekaligus mencari selusi penyelesaian bersama untuk
menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di desa Berabung,
Kecamatan Darussalam. Untuk mempertemukan kedua belah pihak, dalam
melakukan pendekatan terhadap pihak okupusan dilakukan oleh Camat
setempat, sedangkan pendekatan terhadap pihak pemegang sertipikat Hak
Atas Tanah dilakukan oleh M. Ali (pengacara).
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Dalam gelar perkara ini, Kantor Pertanahan Aceh Besar mendorong para
pihak untuk tidak bertahan pada pola pikir yang posisional, tetapi haus
bersikap terbuka dan mencari alternative penyelesaian pemecahan masalah
bersama. Di sini Kantor Pertanahan Aceh Besar memberikan alternative
penyelesaian guna menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak
tersebut, yaitu dengan melalui jalur mediasi untuk mencapai suatu
kesepakatan / perdamaian bersama.

Dari gelar perkara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Aceh Besar
tepatnya di  Kota Jantho, yang dhadiri oleh  Ketua Kantor
Pertanahan,Geuchiek Desa Berabung, dan kawan-kawan (4 orang) okupusan,
dan pihak pemegang sertipikat Hak Atas Tanah (1 orang), para pihak sepakat
untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka secara musyawarah
(perdamain) melalui jalur mediasi dengan menunjuk Kantor Pertanahan
Aceh Besar sebagai perantara / pihak penengahnya (mediator).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, bahwa kesepakatan / perjanjian yang dibuat secara sah antara kedua
belah pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Jadi, para pihak harus mematuhi apa yang menjadi
kesepakatan mereka bersama.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan jalur mediasi yang
disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu kawan-kawan (4 orang) okupusan
serta (1 orang) pemegang sertipikat Hak Atas Tanah tersebut telah sesuai
dengan prinsip-prinsip mediasi, mengingat tujuan utama mediasi adalah
untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar menerapkan norma maupun
menciptakan ketertiban saja namun dalam pelaksanaannya juga harus
didasarkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut :
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1. Sukarela
Prinsip ini sangat penting karena para pihak mempunyai kehendak
yang bebas untuk melakukan perbuatan hokum terhadap obyek
sengketa. Hal ini dimaksudkan agar kemudia hari tidak terdapat
keberatan-keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam
rangka penyelesaian sengketa tersebut.

2. Independen dan tidak memihak

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus bebas dari pengaruh
pihak manapun, baik dari masing-masing pihak, mediator maupun
pihak ketiga. Untuk itu mediator harus independen dan netral.

3. Hubungan personal antara pihak

Penyelesaian sengketa selalu akan difokuskan pada substansi
persoalan, untuk mencari penyelesaian yang lebih baik dari pada
sekedar rumusan kesepakatan yang baik.

Hubungan antara pihak diupayakan tetap terjaga meskipun
persengketaannya telah selesai. Inilah yang menjadi alasan mengapa
penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan saja berupaya mencari solusi
terbaik, tetapi juga solusi tersebut tidak mempengaruhi hubungan personal.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana Kantor
Pertanahan Aceh Besar sebagai mediatornya ini perlu dilandasi dengan
kewenangan-kewenangan yang sah bedasarkan peraturan perundang-
undangan. Hal ini penting sebagai landasan Kantor Badan pertanahan
Nasional Aceh Besar untuk menjadi mediator di dalam penyelesain sengketa
pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam. Urusan pertanahan
dikuasi oleh aspek hokum publik dan hokum privat, maka tidak semua
sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya
sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang

hak saja dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu,
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kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan
pembatasan-pembatasan, hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut
tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Adapun pembatasan-pembatasan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di
Desa Berabung, Kecamatan Darussalam ini, yaitu segala hal yang
merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak mediator, masalah
tempat dan waktu pertemuan, dan sebagainya.

Dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentag Cara Penanganan
Sengketa Pertanahan, dinyatakan bahwa penanganan penyelesaian masalah /
sengketa pertanahan di tingkat kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya
ditugaskan kepada Kepala Seksi Hak Atas Tanah dengan dibantu oleh
pejabat/petugas terkait dari Kantor Pertanahan.

Sebagai perantara perdamaian / pihak penengah (mediator), Kantor
Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar kemudia meminta kepada kedua
belah pihak untuk menyerahkan dokumen-dokumen, surat-surat yang
diperlukan untuk membuktikan penguasaan tanah di Desa Berabung,
Kecamatan Darussalam. Oleh pihak pemegang sertipikat hak atas tanah,
menyerahkan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam dianataranya, pemegang hak atas tanah hak milik No.
199/111/DS/1997 seluas 44 x 38 M? (empat puluh empat kali tiga puluh
delapan meter persegi). Sedangkan dari pihak okupusan menyerahkan surat
keterangan tanah dari camat setempat yang menyatakan bahwa tanah
tersebut merupakan tanah belum ada alas hak di atasnya dan surat pernyataan
(penguasaan atau penggarapan) tanah dimana tanah tersebut sampai saat ini
dikuasai oleh 4 orang yang dipergunakan tanpa sepengetahuan dan seizin

pemilik.
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Musyawarah penyelesaian sengketa di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam antarapihak okupusan dan pihak pemegang sertipikat hak atas
tanah dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan mediasi. Dalam hal ini,
Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar sebagai mediator terjun
langsung ke wilayah sengketa sengketa untuk melakukan pendekatan kepada
masing-masing dibantu oleh camat dan lurah setempat. Untuk lebih jelasnya,
penulis akan mamaparkan jalannya pertemuan mediasi sebagai berikut :

1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30

September 2019 di wilayah Kantor Petanahan Aceh Besar, yang

dihadiri oleh Camat Darussalam, geuchiek Desa Berabung dan

kawan-kawan (4 orang) okupusan, pihak pemegang sertipikat Hak

Atas Tanah yang diwakili olen M. Ali Ismail, serta Kantor Badan

Pertanahan Nasional Aceh Besar yang diwakili oleh risky ferdinal,

kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai pihak

mediator, itu diawali dengan pembahasan mengenai klausula-
klausula tersebut diantaranya :

a. Bahwa Kantor Pertanahan Aceh Besar selaku pihak mediator
akan membantu para pihak dalam menganalisa pendekatan-
pendekatan sebagai sarana dalam mengatasi permasalahannya
yang terjadi, yaitu dengan menjalin hubungan masing-masing
oihak yang bersenketa.

b. Pihak mediator akan mengadakan pertemuan bersama untuk
merumuskan masalah dan mencari penyelesaian bersama guna
mengakhiri sengketa.

2. Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua dilakuakan pada tanggal 14 Oktober 2019,
dimulai pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Geuchiek Desa



43

Berabung dengan agenda pertemuan antara mediator dengan lorang
pemegang sertipikat hak atas tanah. Pertemuan ini diawali
pembukaan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar sebagai mediator,
kemudian dilanjutkan :

a. Penjelasan mengenai peran mediator dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar.

b. Memberikan wawasan kepada para pihak bahwa proses mediasi
dapat berlangsung berdasarkan  pendekatan  kompetitif,
kompromistis, akomodatif atau kolabortif.

c. Penjelasan oleh pihak mediator mengenai kekuatan dan
kelemahan masing-masing pendekatan.

Dari pertemuan dengan 1 orang pemegang sertipikat Hak Atas Tanah
tersebut, kesimpulannya adalah :

a. Bahwa pihak pemegang sertipikat menganggap pihak okupusan
(4 orang) itu telah melakukan penyerobotan tanah tanpa
sepengetahuan dan seizin pemilik.

b. Bahwa pihak pemegang sertipikat hak atas tanah (1 orang) selaku
pemilik atau pemegang hak atas tanah sebidang tanah hak milik
No. 199/111/DS/1997 bersedia melepaskan hak atas tanah mereka
asalkan mendapatkan ganti kerugian dari pihak okupusan.

3. Pertemuam Ketiga
Seperti halnya pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga yang
dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan agenda pertemuan
antara mediator dengan pihak pemilik sertipikat hak atas tanah dan
kawan-kawan (4 orang) okupusan ini juga di awali dengan
pembukaan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besarsebagai mediator,

kemudian dilanjutkan dengan :
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a. Penjelasan mengenai peran mediator dalam menyelesaikan

permasalahan yang terjadi di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar.

Memberikan wawasan kepada para pihak bahwa proses mediasi
dapat berlangsung berdasarkan  pendekatan  kompetitif,
kompromistis, akomodatif atau kolabortif.

Penjelesan oleh pihak mediator mengenai kekuatan dan
kelemahan masing-masing pendeketan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan dengan pemilik

hak atas tanah dan kawan-kawan 4 orang okupusan tersebut, yaitu :

a.

Pada mulanya mereka tidak tahu kalau di atas tanah tersebut
sudah diterbitkan 1 sertipikat Hak Milik, mereka baru tahu
setelah adanya inventarisasi dan pengumpulan data oleh Kantor
Pertanahan Aceh Besar yang menyebutkan bahwa diatas tanah
tersebut sudah diterbitkan 1 sertipikat hak atas tanah.

Bahwa pihak okupusan (4 orang) tidak mau kalau dianggap
melakukan penyerobotan tanah karena mereka memiliki surat
keterangan tanah yang menyatakan tanah tersebut merupakan
tanah Negara dan surat pernyataan (penguasaan atau
penggarapan) tanah.

Bahwa dengan berdasar surat pernyataan (penguasaan atau
penggarapan) tanah tanggal 09 Desember 2016 dan surat
keterangan tanah dari kepala camat setempat itu, mereka telah
mengajukan surat permohonan Hak Milik Atas Tanah pada
tanggal 09 Desember 2016 kepada Kantor Badan Pertanahan
Nasional Aceh Besar.
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Tujuan diadakannya pertemuan terpisah baik dengan 54 orang okupusan

maupun dengan 1 orang pemegang sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kantor

Pertanahan Aceh Besar ini adalah :

a.
b.

C.

Menjalin hubungan dengan para pihak.
Membangun kepercayaan para pihak yang bersangkutan.
Memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur atau
tata cara mediasi.
Menjelaskan peran mediator.
Menyediakan ruang bagi para pihak untuk dapat merefleksikan
persoalan secara individual dan privat mengenai :

1) Apa yang terjadi

2) Apa yang disarankan

3) Bagaimana hal ini bisa diselesaikan

4) Apakah proses mediasi dan pendeketan win-win solution

bisa membantu

4. Pertemuan keempat

Pertemuan keempat dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2019,

dimulai pukul 15.00 WIB dengan agenda penyampaian hasil

pertemuan dengan pihak okupusan kepada pemegang sertipikat hak

atas tanah.

Pada pertemuan ini, pada intinya adalah merumuskan kembali

pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pihak okupusan

kepada pihak pemegang hak atas tanah oleh mediator.

Adapun kesimpulan dari pertemuan ini, yaitu:

a. Bahwa Kantor Pertanahan Aceh Besar sebagai pihak mediator,

memberikan saran kepada pemeng sertipikat hak atas tanah agar

di dalam menentukan besarnya ganti kerugian untuk pelepasan
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hak atas tanah, mereka mempertimbangkan terlebih dahulu
dengan melihat kondidi dari pihak okupusan.

b. Bahwa pihak pemegang sertipikat hak atas tanah meminta
pembayaran ganti rugi sebesar Rp 50.000/m?

5. Pertemuan Kelima

Pertemuan kelima dilakukan pada tanggal 26 Oktober 20109,
dimulai pukul 14.00 WIB dengan agenda penyampaian hasil
pertemuan dengan pihak pemegang sertipikat hak atas tanah kepada
pihak okupusan.

Seperti halnya pada pertemuan keempat, pertemuan kelima ini
pada intinya juga merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang
dikemukakan oleh pihak pemegang sertipikat hak atas tanah kepada
pihak okupusan oleh mediator.

Dari pertemuan ini, kesimpulannya adalah :

a. Bahwa kantor pertanaha Aceh Besar sebagai pihak mediator,
memberikan saran kepada pemegang sertipikat hak atas tanah,
dan kawan-kawan (4 orang) okupusan agar mereka bersedia
memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah
sebesar Rp 50.000/m? atau jika tidak mampu membayar ganti rugi
tersebut sebaiknya pindah dari lahan itu untuk menghindari
kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik yang
berkepanjangan mengingat dokumen-dokumen yang mereka (4
orang okupusan) serahkan tidak mempunyai kepastian dan
kekuatan hukum yang kuat.

b. Bahwa pihak okupusan (4 orang) terpecah menjadi 2 kelompok,
di mana 2 orang sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada
pihak pemegang sertipikat hak atas tanah, sedangkan 2 orang nya

lagi menolak untuk memberikan ganti kerugian dengan alasan :
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1) Bahwa berdasarkan surat keterangan tanah dari Camat
Darussalam tanggal 09 Desember 2016 No. 00103, tanah
tersebut merupakan tanah Negara yang belum ada alas hak
di atasnya.

2) Bahwa berdasarkan surat pernyataan (penguasaan atau
pengarapan) tanah tangaal 09 Desember 2016 dari Camat
Darussalam, sampai saat ini tanah tersebut masih mereka
kuasai untuk dipergunakan

3) Bahwa untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut,
tidak perlu membayar gantirugi karena berdasarkan surat
keterangan tanah dari Camat Darussalam tanggal 09
Desember 2016 No. 00103, tanah tersebut merupakan
tanah Negara, jadi hanya melalui permohonan hak atas
tanah saja kepada Kantor Badan Pertanah Nasional Aceh
Besar.

6. Pertemuan Keenam Ketujuh dan Kedelapan
Agenda dalam pertemuan keenam, ketujuh dan kedelapan
yang dilakukan di  Kecamatan  Darussalam ini adalah
mempertemukan para pihak yang bersengketa, yaitu 4 orang
okupusan dan 1 orang pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah. Berikut
pemaparan mengenai pertemuan keenam, ketujuh dan kedelapan :
Pertemuan keenam dilakukan pada tanggal 14 November
2019, dimulai pukul 15.00 WIB dengan merumuskan yang dihadapi,
yaitu adanya perpecahan dari pihak okupusan, dimana 2 orang
sepakat untuk melakukan pembayaran ganti rugi, sedangkan 2 orang
nya lagi menolak untuk memberikan ganti rugi. Setelah sekitar satu
jam pertemuan berlangsung, terjadi perdebatan yang sengit sampai-

sampai salah satu peserta dari 2 orang yang menolak ganti rugi keluar
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dari pertemuan. Akhirnya pada pukul 17.30 Wib pihak dari 2 orang

yang menolak ganti rugi bersedia membayar ganti rugi dimana

besarnya ganti kerugiaan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Pertemuan Ketujuh dilakukan pada tanggal 21 November

2019, dimulai pukul 15.00 WIB. Dalam pertemuan kali ini Kantor

Pertanahan sebagai pihak mediator melakukan pendekatan kepada

para pihak, antara lain dengan tujuan untuk menetapkan kesepakatan

harga, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

Adapun kesimpulan dari pertemuan ketujuh ini, yaitu :

a. Bahwa 2 orang yang tidak bersedia membayar ganti rugi Kini
bersedia ganti rugi Rp 20.000/m?.

b. Pihak pemegang hak atas tanah juga bersedia memberikan ganti
rugi sebagai tali asih sebesar Rp 20.000/m? kepada pihak
okupusan agar mereka menyerahkan tanahnya / mengkosongkan
tanah itu.

c. Penawaran dari mediatordengan ganti rugi sebesar antara Rp
20.000/m? s/d Rp 50.000/m? disesuakan dengan luas tanah yang
dikehendaki oleh pihak okupusan.

Pertemuan kedelapan dilakukan pada tanggal 28 November

2019, dimulai pukul 15.00 WIB. Pada peremuam ini, dapat diambil

kesimpulan bahwa pihak pemegang hak atas tanah bersedia

melepaskan hak atas tanahnya dengan ganti rugi sebesar antara Rp

20.00/m? s/d Rp 50.00/m? seperti yang ditawarkan oleh Kantor

Pertanahan Aceh Besar sebelumnya, disesuaikan dengan luas tanah

yang dikehendaki oleh pihak okupusan.

. Pertemuan Kesembilan

Dari bebarapa pertenuan mediasi yang dilakukan antara 4

orang okupusan dan 1 orang pemegang sertipikat ha katas tanah,
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akhirnya pada tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Aceh Besar dihasilkansebuah kesepakatan
diantara keduabelah pihak yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan, yaitu :
a. Bahwa 1 orang selaku pemilik atau pmegang hak atas sebidang
tanah Hak Milik No. 199/H1/DS/1997 dengan luas keseluruhan 44
x 38 m? (empat puluh empat kali tiga puluh delapan meter
persegi) yang kesemuannya terletak di Desa Berabung,
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, menyatakan
melepaskan Hak Atas Tanahnya, dengan ganti rugi uang sejumlah
Rp. 58.620.000 (lima puluh delapan juta enam ratus duapuluh
ribu rupiah), masing-masing KK mendapatkan uang ganti rugi
anatara Rp 20.000/m? s/d 50.000/m?, sehingga tanahnya tersebut
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan sertipikat
tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah.
b. Sebagai pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah, mereka
menjamin bahwa :
1) Atas tanah tersebeut tidak terkena sitaan dan tersangkut
dalam suatu perkara
2) Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak tanggungan /
tidak dijadikan jaminan hutang dengan acara apapun
3) Tanah tersebut belum pernah dilepaskan / diserahkan
pihak lain dengan cara apapun
4) Tidak ada pihak lain yang turun mempunyai Hak Atas
Tanah tersebut
5) Bahwa dengan kesepakatan ini, pemegang hak akan

melepaskan hak atas tanahnya, dan kemudian akan
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dimohonkan haknya oleh pemegang sertipikat hak atas
tanah, dan kawan-kawan (4 orang) okupusan.

Bedasrkan hasil penilitian mengenai penyelesaian sengketapertanahan di
Desa Berabung, Kecamatan Darussalam oleh Kantor Badan Pertanahan
Nasional Aceh Besar di atas, dapat penulis analisa bahwa penyelesaian yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar tersebut telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Aceh
Besar. Dalam hal ini, sebagai salah satu wujud kepedulian dalam menangani
konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai implikasi tangsung
terhadap “korban” di bidang pertanahan, dalam mengemban amanah untuk
mengelola bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 hutuf n
Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
pertanahan Nasional, di tingkat Kabupaten / Kota, Kantor Pertanahan Aceh
Besar, melalui Seksi Sengketa, Konflik dan perkara sebagaimana Tugas
pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara 4
orang okupusan dengan 1 pemegang hak atas tanah tersebut, langkah yang
ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan alternative penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi (Pasal 54 huruf c
peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan).
Kemudian dasar penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh
Kantor Pertanhan Aceh Besar ini diperkuat lagi dengan pernyataan Kepala
BPN-RI, dalam pidato sambutannya pada peringatan Hari Agraria Nasional
dan pengingatan UUPA Ke-47 tanggal 24 September 2007, serta dalam
pelantikan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada tanggal 20 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa jajaran
BPN-RI harus mampu melakukan koordinasi secara baik dan bermakna

dengan seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dan
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pengendalian atas 9 urusan pertanahan yang sekarang dikelola daearah sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, di mana salah
satunya yang mengenai penyelesaian sengketa tanah garapan (Pasal 2 ayat
(2) huruf e) dan saling mengisi dalam rangka mendukung dari mempercepat
proses pembangunan.

Kaitannya dengan unit kerja yang bertugas melakukan penanganan
penyelesaian masalah / sengketa pertanahan di tingkat Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya, juga telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mentri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang
Tata Cara penanganan sengketa pertanahan di mana dinyatakan bahwa
penanganan penyelesaian masalah / sengketa pertanahan di tingkat Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ditugaskan kepada Kepala Seksi Hak
Atas Tanah dengan dibantu oleh pejabat/petugas terkait dari Kantor
Pertanahan. Dan untuk lebih menegaskan ketentuan yang dimaksud dalam
peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 1999 tersebut, maka Kantor Pertanahan Kota mengeluarkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar Nomor 570/724/2005
tentang pembentukan Sekretariat penanganan Sengketa Pertanahan Kantor
Pertanahan Aceh Besar, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah(ketua merangkap anggota), Kepala Sub
Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan(sekretaris merangkap anggota),
Kepala Sub Bagian Tata Ussaha (anggota), Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah (anggota), Kepala Seksi Penatagunaan Tanah (anggota),
Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan Tanah(anggota), Kepala

Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penataguanaan Tanah (anggota), Kepala
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Sub Seksi Penetaan, Penguasaan dan Pemilik Tanah (anggota), dan Kepala
Sub Seksi Pengukuran, penataan dan Konversi (anggota).

Kantor Pertanahan Aceh Besar sebagai pihak mediator dalam
menyelesaikan sengketa antara 1 orang pemegang sertipikat dengan 4 orang
okupusan ini merupakan salah satu contoh dari tipe mediator autorotatif.
Mediator tipe ini biasanya mediator yang bekerja di instansi pemerintahan.
Dalam hal ini, mediator adalah seseorang atau tim yang bekerja di instansi
pemerintahan. Ciri mediator ini antara lain, kalau menjalankan tugasnya
mereka berwenang membuat keputusan, tetapi mereka sendiri tidak ingin
menggunakan kewenangan itu, bersama-sama dengan para pihak mencoba
mencari penyelesaian yang adil dan menyeluruh dalam batas-batas
kewenangan untuk yang dimiliki, sedikit banyak menggunakan pengaruh
atau wibawa kewenangan untuk mempengaruhi para pihak dan mumpunyai
sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.
Pada dasarnya mereka berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka, tetapi si
mediator sesungguhnya memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh,
sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil
akhir dari sebuah proses mediasi. Namun, seorang mediator autoritatif
selama ia menjalankan peran sebagai mediator tidak menggunakan
kewenangan atau pengaruhnya itu karena didasarkan pada keyakinan atau
pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus
bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang berpengaruh atau
berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya —upaya pihak-pihak yang
bersengketa sendiri.
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B. Hasil Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, di mana 15 orang pemegang
sertipikat Hak Atas Tanah dengan Hak Milik No. 00103 bersedia
melepaskan Hak Atas Tanah mereka dengan menerima ganti rugi sebesar Rp
58.620.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),
masing-masing KK mendapatkan uang ganti rugi antara Rp 20.000/m? s/d
Rp 50.000/m?, sehingga tanah yang sebelumnya mereka miliki tersebut
statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka untuk
dapat melaksanakan / merealisasikan pemberian hak milik atas tanah tersebut
kepada pemegang sertipikat hak atas tanah, dan kawan-kawan (4 orang)
berdasarkan surat permohonan hak milik yang mereka ajukan, hasil dari
kesepakatan mediasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk akta
kesepakatan terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar, yaitu dalam
bentuk Akta / Surat pelepasan Hak Atas Tanah. Untuk itu, sebagai tindak
lanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2019 dibuatlah Surat Pelepasan Hak
Atas Tanah oleh pihak okupusan melalui kuasanya di hadapan Kepala
Kantor Pertanahan Aceh Besar dengan diketahui oleh Camat Darussalam.

Setelah surat pelepasan Hak Atas Tanah itu dibuat, dengan
mempertimbangkan permohonan hak milik yang diajukan oleh pihak
okupusan (4 orang), kemudian surat pelepasan tersebut diajukan ke Kantor
Pertanahan untuk didaftarkan permohonan haknya. Selanjutnya, terhadap
berkas-berkas permohonan yang telah diajukan, dilakukan pemeriksaan dan
penelitian oleh panitia pemeriksa Tanah “A” meliputi data fisik maupun data
yuridis baik di lapangan maupun di Kantor dalam rangka penyelesaian
permohonan pemberian hak milik. Pemeriksaan dan penelitian oleh Panitia
Pemeriksaan Tanah “A” dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal

atas data yuridis dalam rangka pemberian hak milik. Mengenai kebenaran
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materiil dari warkah / berkas yang diajukan dalam rangka permohonan

sepenuhnya merupakan tanggung jawan pemohon.

Berdasarkan Pasal 2 keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan
Tanah, susunan panitia pemeriksaan tanah “A” terdiri dari :

1. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah atau Staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah
yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai
Ketua merangkap anggota;

2. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi
Pengukuran dan pendaftaran yang senior dari Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;

3. Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala
Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa yang bersangkutan atau aparat
Desa yang ditunjuk untuk mewakili, sebagai anggota;

4. Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah atau staf Sub Seksi
Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya, sebagai dasar Sekretaris merangkap anggota;
Dari hasil pemeriksaan, penilitian dan pengkajian data fisik maupun data

yuridis baik yang dilakukan oleh panitia pemeriksaan Tanah “A” tanggal 11

Desember 2019 guna mempertimbangkan pemberian hak atas tanah atas

permohohonan hak milik yang diajukan oleh pemegang sertipikat hak atas

tanah, dan kawan-kawan (4 orang) pada tanggal 26 Oktober 2019 terhadap
bidang tanah dengan luas seluruhnya 2113 m? (dua ribu seratus tiga belas
meter persegi) yang terletak di Desa Berabung, Kecamtan Darussalam.

Dengan diluluskannya permohonan Hak Milik oleh pemegang sertipikat
pertama kepada kawan-kawan (4 orang), maka pada tanggal 21 desember
2019, kantor pertanahan Aceh Besar No. 01-54-520.1-33-72-2019 tentang
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pemberian Hak Milik kepada 4 orang dengan bidang tanah seluruhnya 2113
m? terletak di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam.

Denagan didaftarkannya tanah hak milik tersebut, maka sebagai bentuk
penguatan hak oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar dibuatkan sertipikat Hak
Atas Tanah. Dan pada tanggal 9 Maret 2020, sertipikat Hak Atas Tanah
tersebut diserahkan langsung kepada kawan-kawan (4 orang) tersebut.

Bedasarkan keterangan-keterangan / uraian tersebut, dapat penulis
analisa bahwa dari hasil penyelesaian sengketa tersebut, perlu ditindak
lanjuti terlebi dahulu dengan pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah di
hadapan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar. Surat pelepasan Hak Atas
Tanah menunjukkan bahwa di atas tanah tersebut pernah diterbitkan suatu
hak, surat pelepasan tersebut menjadi kelengkapan berkas permohonan yang
merupakan syarat permohonan Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam
pasal 9 dan pasal 10 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, antara lain keterangan mengenai
tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu surat-surat bukti
pelepasan hak dana tau akta pelepasan hak. Selanjutnya, oleh Panitia
Pemeriksaan Tanah "A" dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap
berkas-berkas permohonan baik data fisik maupun data yuridis untuk
diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah. Setelah
diterbitkan Surat Keputusan, kemudian didaftarkan guna memperoleh
Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai bentuk penguatan hak atas tanah agar
pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya.

Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997
dinyatakan bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai
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dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang

bersangkutan”.

Dengan adanya pendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum (rechts cadaster) dan perlindungan hukum
bagi pemegang hak atas tanah atau hak-hak lain yang telah terdaftar,
untuk memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah
terdaftar, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
sehingga pemegang hak yang bersangkutan dapat dengan mudah
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sempurna dengan

pemberian sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak kepadanya.

pendaftaran tanah di dalam hukum tanah nasional kita adalah menganut
sistem pendaftaran hak (titles registrations) dengan sistem publikasi yang
bersifat negatif dengan mengandung unsur-unsur positif, hal ini dibuktikan
dengan ciri adanya akta tanah sebagai dasar pendaftaran dan sertifikat
sebagai tanda bukti hak yang merupakan salinan atas buku tanah yang
merupakan buku induk di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis
bidang tanah bersangkutan, bukan sistem pendaftaran akta (deeds
registrations). Sebagai konsekuensi terhadap sistem yang dianut UUP A ini
maka jaminan kekuatan hukum atas sertifikat sesuatu hak atas tanah yang
diterbitkan adalah mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena
merupakan alat pembuktian yang kuat sepanjang dapat dibuktikan
sebaliknya.

Di dalam sistem publikasi negatif ini, Negara tidak menjamin kebenaran
data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk
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menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari
pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUP A, bahwa surat tanda bukti
hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Selain itu dari
ketentuan-ketentuan mengenai  prosedur pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan
sertipikat tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan
menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk
menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan
dalam ayat (2) ini. Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap
berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara
seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad
baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam
buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi
negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang
hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan
dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan
tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquistieve verjaring atau
adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak
dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat yang dapat
digunakan untuk mengatasi. kelemahan sistem publikasi negatif dalam
pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat
jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak
dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya
dengan itikat baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah
tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas
tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UUPA) adalah

sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang
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ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru,
melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam
hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari
Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit

dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penilitian dan pembahasan tentang permasalahan yang penulis

kaji, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

2.

Penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan
Darussalam oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar sesui dengan peraturan
perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Aceh Besar.
Dalam mengemban amanah untuk mengelola bidang pertanahan sesuai
dengan pasal 2 dan pasal 3 huruf n Peraturan Presiden (perpres) Nomor
10 Tahun 2006 di tingkat Kabupaten / Kota, Kantor Pertanahan Aceh
Besar, melalui Seksi Sengketa, Konflik dan perkara sebagaimana Tugas
pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan anatara
4 orang okupusan dengan 1 orang pemegang hak atas tanah, langkah
yang ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi.

Bahwa hasil penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung,
Kecamatan Darussalam oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar melalui
jalur mediasi ini dapat dijadikan dasar pemberian hak milik kepada
okupusan tanah di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam, setelah hasil
mediasi tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan Surat pelepasan Hak
Atas Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar terlebih
dahulu. Kemudian dengan adanya pemohonan hak milik dari pihak
okupusan, maka Surat pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diajukan ke
Kantor Pertanahan untuk didaftarkan permohonan haknya, dan
selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penelirian terhadap berkas-
berkas permohonan baik data fisik maupun data yuridis untuk

diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik Atas Tanah. Setelah
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diterbitkan, kemudian didaftarkan haknya guna memperoleh sertipikat

sebagai bentuk penguatan hak atas tanah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit
sumbangan pemikiran sebagai usaha meningkatkan pemahaman terhadap
sengketa pertanahan yang sering terjadi terutama di Kabupaten Aceh
Besar.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan

penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini.
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